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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan masyarakat dalam
pembuatan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
tentang kualitas layanan, prosedur layanan dan kepuasan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan
kuesioner dan menggunakan teknik puposive sampling dengan sampel sebanyak
50 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Partial
Least Square (PLS) dengan bantuan software Smart PLS 2.0 M3.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur layanan (X1) berpengaruh
Signifikan Positif terhadap kualitas layanan (X2), prosedur layanan (X1)
berpengaruh  Signifikan Negatif terhadap Kepuasan masyarakat (Y), Kualitas
layanan (X2) berpengaruh  Signifikan Positif terhadap Kepuasan Masyarakat (Y),
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi prosedur layanan yang dilaksanakan maka
semakin tinggi kualitas layanan yang dihasilkan,dan semakin tinggi kualitas
layanan maka kepuasan masyarakat semakin tinggi pula.

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Prosedur layanan, Kepuasan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pelayanan yang berkualitas adalah layanan yang cepat,
menyenangkan,tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang
telahditetapkan. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditetapkan oleh pihak
yangdilayani, tetapi juga oleh pihak yang ingin dipuaskan yaitu Masyarakat.
Terciptanyakualitas layanan tentu akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna
layananyaitu Masyarakat. Sebenarnya jika berbicara mengenai kepuasan
Masyarakat dapatdikatakan masih bersifat abstrak, karena pencapaian kepuasan
Masyarakat dapatmerupakan proses yang sederhana, komplek maupun rumit.
Untuk dapatmengetahui tingkat kepuasan Masyarakat dari kualitas pelayanan
secara lebih baikbukan merupakan hal yang mudah, karena harus mengamati
harapan dariMasyarakat, hasil yang dirasakan Masyarakat dan juga kepuasan
Masyarakat. Untukpenyedia jasa layanan yang berorientasi terhadap Masyarakat,
mengharuskan secaracermat menentukan kebutuhan Masyarakat dari sudut
pandang Masyarakat danbukan dari sudut pandangnya sendiri.

Menurut Davis dalam Yamit (2005) “kualitas merupakan suatu
kondisidinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan
yangmemenuhi atau melebihi harapan”. Kualitas pelayanan menurut Wyckoff
(dalamTjiptono, 1996) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalianatas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keunggulan
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Masyarakat.Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas bertumpu pada
kebutuhan danharapan konsumen, artinya tujuan pelayanan adalah memuaskan
dan atau sesuaidengan keinginan Masyarakat. Untuk itu berarti diperlukan
kualitas pelayanan yangsesuai dengan kebutuhan dan atau keinginan Masyarakat.
Oleh karenanyapenyelenggaraan pelayanan harus selalu mengacu pada tujuan
pelayanan, yaitukepuasan konsumen (consumer satisfaction) atau kepuasan
Masyarakat (customersatisfaction) (Barata, 2003).

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam
Keputusan Menpan Nomor 81 tahun 1993 yang disempurnakan dengan
Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan kepada
masyarakat harus mengandung unsur-unsut sebagai berikut : (a) Hak dan
kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan
diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak, (b) Pengaturan setiap bentuk
pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan
masyarakat. (c) Mutu dan basil pelayanan umum harus diupayakan agar
memberikeamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang
dapatdipertanggung jawabkan. (d) Pemerintah berkewajiban memberi peluang
kepadamasyarakat untuk ikut menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan
peraturan danperundang-undangan yang berlaku.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan pcnerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan tersebut ditetapkan 8
(delapan)sendi pelayanan prima. Pelayanan Prima dapat diartikan sebagai
“pclayananterbaik", dalam bisnis disebut “layanan istimewa” (excellent
service)” dalam Barata (2003). Dengan demikian esensi pelayanan prima adalah
pelayanan yang dibarikankepada masyarakat minimal sesuai dengan standart
pelayanan prima.

Walaupun dengan ditetapkannya keputusan tersebut di atas dihatapkan
dapat berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi penyelenggara
pelayanan publik , demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang
prima atau sebagai upaya menghasilkan "high quality public goods and service",
namun kenyataan menunjukkan masih banyaknya keluhan serta ketidakpuasan
terhadap kualitas apatatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugaspelayanan
publik. (LP3ES, I 997).

Hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai oleh
pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus
mengurus pembuatan kartu keluarga (KK), biaya yang tidak jelas, tidak ada
kepastian jangka waktu tentang penyelesaian, persyaratan yang tidak transparan,
sikap petugas yang tidak responsive, serta terjadinya praktek pungutan liar, di
samping itu ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik.
Hal initerlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat,
baiksecara langsung maupun melalui berbagai media massa tentang
rendahnyakualitas pelayanan publik, sehingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baikterhadap aparatur pemerintah. (Sudrajat,2005).
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Adanya keluhan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku dan kegiatan
pejabat publik (birokrasi) merupakan suatu indikator rendahnya kualitas
pelayanan publik di Indonesia, bahwa pelayanan publik dianggap masih lamban,
kurang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat, kurang terbuka dan
kurang efisien. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat,
maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, karena
kualitas telah menjadi harapan semua orang, baik konsumen (Masyarakat)
maupunprodusen. Tidak jarang pula bahwa rendahnya kualitas pelayanan publik
padagilirannya menjadi penyebab timbulnya kasus-kasus. Hal itu juga
berdampakpada hal yang lebih luas, yaitu ketidak percayaan swasta dan pihak
asing untukmenanamkan investasinya, karena ketidakpastian dalam pemberian
pelayananpublik. Efek negatifnya, tentu saja adalah ketidakmampuan daerah
untuk terusberkembang dalam meningkatkan iklim investasi.

Mengenai kaitan kebijakan otonomi daerah dengan pelayanan
publik,Wahab (2002) berpendapat, bahwa “desentralisasi apapun bentuknya
mengandungmakna adanya upaya sistematis untuk semakin mendekatkan
pelayanan publicpada rakyat”. Pendapat tersebut sejalan dengan Smith (1985)
yang mengatakanbahwa “salah satu cara untuk mendekatkan pemerintahan kepada
masyarakat dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Tentang dekatnya
pemerintahdengan masyarakat, Rasyid (1998) berasumsi “jika pemerintahan
berada dalamjangkauan masyarakat. maka pelayanan yang diberikan menjadi
lebih cepat,hemat, murah, responsif, akomodatif, inovatif dan produktif.

Namun pada kenyataannya masyarakat masih mengeluhkan
tentangkualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Berbagai macam
pengaduanatau keluhan masyarakat tentang kualitas pelayanan tersebut
disampaikan ataudiberitakan dalam media elektronik maupun media surat kabar,
seperti misalnyaJawa Pos dan Seputar Indonesia yaitu melalui surat pembaca
sebagaimana berikut : dalam aspek Pembuatan Kartu Keluarga, ternyata masih
banyak di temukan pungutan liar dari petugas yang ada di balai desa (Register
Desa), Mereka tidak segan segan untuk meminta biaya pembuatan kartu keluarga,
padahal di dalam undang undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang
Administrasi kependudukan Pasal 79 A disebutkan pengurusan dan penerbitan
dokumen kepndudukan tidak di pungut biaya atau gratis.

Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data
tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib
dimiliki oleh setiap keluarga.

Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan
anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap tiga yang masing-masing
dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.

Kartu Keluarga merupakan bagian dari pelayanan dari Catatan Sipil yang
dikeluarkan oleh jasa birokrasi pemerintahan Kecamatan dan merupakan salah
satu bagian dari pelayanan publik yaitu Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga

Fungsi pelayanan publik pada umumnya masih bersifat birokratis dan
banyak mendapat keluhan dari masyarakat karena masih belum memperhatikan
masyarakat pengguna (Masyarakat). Dari hasil observasi penulis
sementaradiperoleh informasi bahwa pelayanan kartu keluarga (KK) di kabupaten
Sumenepmenunjukkan hal-hal yang menyimpang dari proses pelayanan, ada
ketimpanganpelayanan dalam proses pengurusan kartu keluarga (KK) terhadap
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masyarakat yangmengurus . Diantaranya menunjukkan bahwa hanya kepada
mereka yangmempunyai akses dengan petugas,  lebih cepat prosespengurusannya
sedangkan mereka yang mengikuti prosedur normal yang telahditetapkan tidak
mendapatkan pelayanan secepat mereka yang mempunyai aksesdengan petugas
pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pelayananmasih jauh dari
harapan, tidak ada kesamaan perlakuan atau adanya keberpihakan(diskriminatif).

Dapat dikatakan bahwa dengan kebijakan otonomi daerah diharapkan
mampu menjadi instrumen untuk menciptakan pelayanan optimal. Sehingga
pelayanan Pembuatan Kartu keluarga kepada masyarakat menjadi lebih efektif,
efisien dan akuntabilitas. Dalam arti dengan kebijakan otonomi daerah secara
proseduraladalah mempermudah jalur birokrasi dalam proses pembuatan Kartu
Keluarga. Namun demikian permasalahan yang akan penulis teliti tidak dalam
kerangka kebijakanotonomi daerah, melainkan pada kualitas pelayanan kartu
keluarga (KK) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelahkebijakan
otonomi daerah dilaksanakan.

Kualitas pelayanan diharapkan dapat proporsional dengan keinginan dan
harapanmasyarakat. Dalam mengukur bagaimanakah kualitas pelayanan kartu
keluarga (KK) oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada
masyarakat. oleh Parasuraman, Zeithaml danBerry yaitu dimensi Reliability,
Responsiveness, Assurance, Empathy, danTangible, melalui pernyataan /
tanggapan Masyarakat tentang kualitas pelayanan.

Dilakukannya penelitian kualitas pelayanan, dapat diketahui gambaran
pelayanan kartu keluarga (KK) yang telah dilaksanakan oleh aparatur Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenSumenep.

Memasuki awal pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pemerintah
kian dituntut tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
saja, namun juga harus ditunjang dengan pelayanan publik yang ideal. Pelayanan
publik ini merupakan hal yang paling mendasar adanya perbaikan kualitas SDM
karena untuk mewujudkan pelayanan publik yang didambakan
masyarakat."Apalagi saat ini sudah memasuki pasar bebas ASEAN, Pemerintah
daerah harus segera memperbaiki pelayanan publik karena telah memasuki pasar
bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016,".

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi harus menyiapkan strategi khusus
untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan
publik itu nantinya membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah
dipastikan akan meningkat."Tingkat standar pelayanan publik masih ada yang
berada pada zona merah atau atau predikat kepatuhan rendah. Ini dikarenakan
instansi itu tidak mengimplementasikan aturan undang-undang No 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Menganalisis pengaruh Prosedur Layanan terhadap Kepuasan masyarakat
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.

2. Menganalisis pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.

3. Menganalisis pengaruh Prosedur Layanan terhadap Kualitas Layanan
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep
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Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian langkah operasional dari

penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah secara konseptual,
sehingga dapat diperoleh hasil yang benar, akurat, obyektif dan ilmiah. Menurut
Sugiyono (2002) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang
digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliable dengantujuan
dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga
dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasimasalah.
Berikut akan dijelaskan tipe penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan
data, serta teknik analisa data.

a. Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatankuantitatif dengan metode asosiatif. Pendekatan kuantitatif
adalah pendekatanyang didasarkan pada data yang dihitung untuk
menghasilkan penafsiran yangkokoh. Sedangkan metode penelitian asosiatif
adalah metode penelitian yangmencari pengaruh antara satu variabel dengan
variabel yang lainnya. Hal inisesuai dengan pendapat dari Sugiyono (2002)
yaitu “permasalahan asosiatifadalah suatu pertanyaan penelitian yang
bersifat menghubungkan antara duavariabel atau lebih.

Tipe/jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
tipe/jenispenelitian survei. Karlinger dalam Sugiyono (2002)
mengemukakan bahwapenelitian survei adalah penelitian yang dilakukan
pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data
dari sampel yang diambil daripopulasi tersebut sehingga ditemukan
kejadian-kejadian relatif, distribusi danhubungan antar variabel sosiologis
maupun psikologis. Sedangkan tujuanpenelitian ini adalah merupakan
penelitian terapan yang bertujuan untukmemecahkan masalah masalah
kehidupan praktis berbeda dengan tujuanpenelitian murni yaitu penelitian
yang bertujuan menemukan pengetahuan baruyang sebelumnya belum
pernah diketahui.

Definisi Operasional Variabel
Identifikasi Variabel

a) Prosedur Layanan (X1)
Menurut Mahmudi (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam standar prosedur pelayanan publik:
1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan hendaknya mudah dipahami dan tidak berbelit-
belit.

2. Kejelasan
Kejelasan dalam hal teknis dan administratif. Kejelasan ini penting
bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai
penyimpangan yang merugikan masyarakat.

3. Kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu
yang telah ditentukan.

4. Akurasi produk
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Produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat,
dan sah.

5. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan, dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk teknologi informasi.

6. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepatian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada
masyarakat dalam pelayanan

7. Kemudahan akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
informatika.

8. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu
yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta
dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti toilet, tempat parkir,
tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Variabel Prosedur Layanan
b) Kualitas Layanan (X2)

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Tjiptono (1996),
Kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhikeinginan
atau kebutuhan Masyarakat. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah :
1) Reliability, yaitu yang menunjukkan kemampuan untuk memberikan

jasa yang dijanjikan dengan segera, akurat, terpercaya dan memuaskan,

Prosedur

Layanan

( X1 )

Kesederhanaan
( X1.1 )

Kejelasan
( X1.2 )

Kepastian waktu
( X1.3 )

Akurasi produk
( X1.4 )

Kenyamanan
( X1.8 )

Kemudahan akses
( X1.7 )

Keamanan
( X1.6 )

Kelengkapan sarana dan
prasarana ( X1.5 )
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Kualitas
Layanan

( X2 )

dengan indikator sebagai berikut: l) Memberikan pelayanan cepat, 2)
adil dalampelayanan , 3) Bebas kesalahan.

2) Responsivenes, yaitu menunjukkan adanya kemauan dan keinginan
daripara staff atau karyawan untuk membantu para konsumen dan
memberikanpelayanan secara cepat dan tepat, dengan indikator sebagai
berikut : 1) Waktupelayanan, 2) Menjawab pertanyaan, 3) Pelayanan
dilakukan dengan segera,4) Membantu menyelesaikan masalah.

3) Assurance, yaitu adanya pengetahuan dan kemampuan serta
kesopananyang dimiliki para karyawan dalam memberikan pelayanan
hingga dapatmenimbulkan kepercayaan dan tidak menimbulkan
keraguan masyarakatterhadap pelayanan dengan indikator sebagai
berikut. 1) Keterampilan dankeahlian, 2) Keramahan dan Kesopanan, 3)
Kepercayaan.

4) Empaty, adanya perhatian yang lebih bersifat pribadi kepada
masyarakat, melakukan kontak, hubungan dan komunikasi dengan
masyarakat serta adanyaupaya untuk memahami kebutuhan dan
keinginan para masyarakat denganindikator sebagai berikut. (a) Cukup
tersedia waktu, (b) Membantu kesulitanMasyarakat, (c) Kemampuan
berkomunikasi, (d) Petugas mudah dihubungi.

5) Tangibles, yaitu penampilan sarana dan fasilitas fisik, perlengkapan
atauperalatan, penampilan personil dan media komunikasi yang dapat
diandalkanmerupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan
dengan indikatorsebagai berikut. 1) Sarana, 2) Penampilan pegawai, 3)
Fasilitas.

Variabel Kualitas layanan
b. Kepuasan Masyarakat ( Y )

Menurut Davis dan Newto (1996) Kepuasan publik atau Masyarakat
adalah persepsi publik atau Masyarakat bahwaharapannya telah terpenuhi
atau terlampaui, dengan indikator sebagai berikut; 1) Petugas merespon
permasalahanMasyarakat, 2) Petugas memiliki keahlian maupun
keterampilan, 3) Petugaspeduli serta perhatian. 4) Penampilan fisik petugas
serta kelengkapan saranaprasarana.

Kehandalan ( Realibility )
( X2.1 )

Daya tanggap (Responsivenes)
( X2.2 )

Jaminan ( Assurance )
( X2.3 )

Empati ( Empathy )
( X2.4 )

Bukti Fisik ( Tangibles )
( X2.5 )
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Kepuasan
Masyarakat

( Y )

Yang menjadi obyek penelitian adalah beberapa dimensi kualitas
dengansubyek para masyarakat pemohon kartu keluarga ( KK ) dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten
Sumenep. Dengan alasan peneliti inginmengetahui bagaimana pengaruh
dimensi kualitas pelayanan dan kinerja karyawan yang diberikan
olehaparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kepuasan
masyarakat.

Variabel Kepuasan Masyarakat
Tehnik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dengan metode penelitian survei yang
dipergunakan adalah metode survei terhadap Masyarakat eksternal yaitu
masyarakat di Kabupaten Sumenep, yang telah dipilih menjadi responden.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi,
dokumentasi dan kuesioner.
a) Wawancara

Wawancara yang mendalam dengan beberapa orang yang terkait
langsungdengan pelayanan publik baik petugas Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana atau
penyedialayanan maupun masyarakat yang membutuhkanpelayanan
pengurusan pembuatan Kartu Keluarga ( KK ). Dengan cara semacam
ini diharapkan akan diperoleh kejelasan secaramendalam tentang
bagaimana pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan.

b) Observasi
Observasi ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh
datadengan melakukan pengamatan baik langsung maupun tidak
langsung danmencatat fenomena-fenomena yang diteliti, yaitu
bagaimana keadaan fisikDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenepbaik penampilan petugas, sarana dan prasarana
yang dirniliki dan bagaimanapelayanan petugas terhadap mereka yang
melakukan proses pengurusanpembuatan Kartu Keluarga ( KK ).

c) Dokumentasi
Dokumentasi ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan
memanfaatkan data sekunder yang tersedia yaitu mengumpulkan
beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten
Sumenep, laporan-laporan, arsip kaitannya dengan pelayanan
pembuatan Kartu Keluargapada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumenep.

Petugas merespon permasalahan
masyarakat ( Y.1 )

Petugas memiliki Keahlian maupun
Keterampilan ( Y.2 )

Petugas peduli serta perhatian (Y.3 )

Penampilan fisik petugas serta sarana
dan prasaran yang baik (Y.4 )
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d) Kuesioner
Kuesioner adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan
caramemberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
respondenuntuk dijawab berkaitan dengan pertanyaan terhadap kualitas
dan kepuasanpelayanan publik. Kuesioner ini diberikan kepada
Masyarakat apabila ada yangtidak dimengerti peneliti membacakan
maksud dari pertanyaan ataupernyataan yang dimaksud.

Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari masyarakat atau

Masyarakat yangmendapatkan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, melalui wawancara maupun
melaluikuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang diberikan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari instansi atau lembaga
yangberhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Data sekunder dapat berupalaporan-laporan, arsip, dokumen dan data
lain yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep sertamajalah, buletin, dan sumber lain yang relevan dengan
permasalahan yangdibahas.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat atau Masyarakat

yangmendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Mengingat terbatas waktu, dana dan tenaga maka tidak semua jumlah
Masyarakat atau masyarakat pembuat kartu keluarga yang diteliti sebagai
subyek penelitian. Untuk mendapatkan sampel digunakan teknik Puposive
Sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan
persyaratan sampel yang diperlukan.

Dalam bahasa sederhana purposive sampling itu dapat dikatakan
sebagai secara sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti
orang-orang tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri,
kriteria) sampel (jangan lupa yang mencerminkan populasinya).

Syarat-syarat menentukan sampel pada puposive sampling
 Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam

studi pendahuluan
 Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat- sifat, atau

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi
 Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
 Subyek yang diambil sebanyak yang dianggap cukup memadai untuk

memperoleh data penelitian yang mencerminkan (representatif )
keadaan populasi

Roscoe dalam Sugiyono (2004) memberikan saran Bila penelitian
akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atauregresi ganda
misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali darijumlah
variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya
ada5(independen+dependen), maka jumlah sampel = 10 x 5= 50.
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Maka jumlahsampel untuk dijadikan responden pada penelitian ini
adalah variabel penelitiannya ada 3 ( 2 independen+1 dependen), maka
jumlah sampel = 10 x 3 = 30 orang. Peneliti membulatkan sampel menjadi
50 orang. Sampel yang diambil adalah masyarakat yang pada waktu itu
mengurus Kartu Kelurga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep.

Kretiria responden adalah sebagai berikut :
 Didasarkan atas jenis kelamin responden
 Didasarkan atas jenis pendidikan responden
 Didasarkan atas jenis pekerjaan responden

Analisis PLS ( Partial Least Square)
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Partial Least

Square (PLS) dengan bantuan software Smart PLS 2.0 M3. PLS merupakan
sebuah metode untuk mengkonstruksi model-model yang dapat diramalkan
ketika faktor-faktor terlalu banyak. PLS dikembangkan pertama kali oleh
Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi path model yang
menggunakan variabel laten dengan mutiple indikator. PLS juga merupakan
factor indeterminacy metode analisis yang powerful karena tidak
mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah
sampel kecil. Awalnya Partial Least Square berasal dari ilmu sosial
(khususnya ekonomi, Herman Wold, 1996). Model ini dikembangkan
sebagai alternatif untuk situasi dimana dasar teori pada perancangan model
lemah atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran
refleksif. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat
digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan terorinya
atau untuk pengujian proposisi. (Anggraini, 2010)

Langkah-langkah dalam melakukan analisis menggunakan PLS
adalah sebagai berikut :
1. Menilai Outer Model atau Measurement Model

Di dalam teknik analisa data dengan menggunakan Smart PLS ada tiga
kriteria untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity,
Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent validity
dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan
korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan
Soflware PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika
berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur, namun dalam
tahap pengembangan korelasi 0,50 masih dapat diterima(Ghozali, 2006).

2. Pengujian Model Struktural ( Inner Model)
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat
hubungan antara variabel, nilai signifikansi dan R-square dari model
penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square
untuk variabel dependen, Stone-Geisser Qsquare test untuk predictive
relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur
struktural.

3. Path Analysis (analisis jalur)
Langkah selanjutnya untuk menguji besarnya kontribusi yang
ditunjukkan koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan



Proseding Call For Paper ISBN : 978-602-19681-6-1

11

kausal antar konstruk, digunakan Path Analysis. Path Analysis akan
mengungkapkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar
konstruk, didasarkan pada koefisien regresi yang standardized. Adapun
analisa jalur pada penelitian ini dapat digambarkan dengan bantuan
smart PLS sebagai berikut

Kualitas
Layanan

( X2 )

Kepuasan
Masyarakat

( Y )

Prosedur

Layanan

( X1 )

Jaminan

( Assurance )

Petugas merespon
permasalahan

masyarakat

Petugas memiliki
Keahlian maupun

keterampilan

Petugas peduli serta
perhatian

Penampilan fisik
petugas serta sarana

dan prasaran yang
baik

Kepastian waktu

Kejelasan

Kesederhanaan

Akurasiproduk

Kehandalan

( Realibility )

Daya tanggap

(Responsivenes)

Empati

( Empathy )

Bukti Fisik

( Tangibles )

Kelengkapan sarana
dan prasarana

Keamanan

Kemudahan

akses
Kenyamanan
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MODEL PENELITIAN
Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil Penelitian
Dalam sub bab hasil penelitian, penulis memaparkan dan

mendiskripsikan beberapa data penting yang relevan dengan penelitian yaitu
mengenai gambaran umum lokasi penelitian, susunan organisasi, tugas
pokok dan fungsi, jumlah pegawai dantingkat pendidikan, karekteristik
responden, kemudian kaitannya dengan objek penelitian penulis
diskripsikan hasil analisis data mengenai pengaruh kualitas layanan dan
prosedur layanan terhadap kepuasaan masyarakat.
 PROSEDUR LAYANAN (X1) berpengaruh SignifikanPositif terhadap

KUALITAS LAYANAN (X2) dengan koefisien path sebesar 0,2943,
dimana nilai T-Statistic = 20,5030  lebih besar dari nilai Z α = 0,10
(10%) = 1,645 ,

 PROSEDUR LAYANAN (X1) berpengaruh SignifikanNegatif
terhadap KEPUASAN MASYARAKAT (Y) dengan koefisien path
sebesar -0,5466,  dimana nilai T-Statistic = 5,2020  lebih besar dari nilai
Z α = 0,10 (10%) = 1,645 ,

 KUALITAS LAYANAN (X2) berpengaruh SignifikanPositif terhadap
KEPUASAN MASYARAKAT (Y)) dengan koefisien path sebesar
1,3796,  dimana nilai T-Statistic = 14,0050  lebih besar dari nilai Z α =
0,10 (10%) = 1,645,

Pembahasan

1) Peran Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk

menganalisis Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenepdiperoleh hasil
bahwa Kualitas Layanan  berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan
Masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kualitas Layanan
yang diberikan oleh Dinas maka semakin tinggi pula kepuasan masyarakat
,begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas layanan maka semakin
rendah kepuasan masyarakat atau kepuasan masyarakat sangat ditentukan
oleh tingkat kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

2) Peran Prosedur Layanan terhadap Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk

menganalisis Prosedur Layanan terhadap kepuasan Masyarakat pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenepdiperoleh hasil
bahwa Prosedur Layanan  berpengaruh negatif signifikan terhadap
Kepuasan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena  tingginya responden yang
menjawab indikator tentang Kantor Dinas Capil mudah dijangkau/ akses
transportasi yang mudah. Sedangkan Indikator ini tidak berpengaruh
signifikan terhadap  prosedur Layanan.  Prosedur layanan bagus tapi kalau
sumber daya manusia tidak bagus akan mengakibatkan masyarakat tidak
puas. Hasil ini menunjukkan bahwa Prosedur Layanan yang diberikan oleh
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Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tidak
berdampak apapun terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga prosedur
layanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep bagaimanapun prosedur yang dilakukan oleh dinas
tidak mempengaruhi terhadap kepuasan masyarakat dalam pengurusan
Kartu Keluarga.

3) Peran Prosedur Layanan terhadap Kualitas Layanan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan untuk

menganalisis Prosedur Layanan terhadap Kualitas Layanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenepdiperoleh hasil
bahwa Prosedur Layanan  berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas
Layanan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik Prosedur Layanan
yang diberikan oleh Dinas maka semakin baik pula kualitas layanan ,begitu
juga sebaliknya semakin buruk Prosedur layanan maka semakin rendah
kualitas layanan atau kualitas layanan sangat ditentukan oleh jelasnya
prosedur layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sumenep.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan, maka dapat

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kualitas Layanan mampu memberikan kontribusi terhadap Kepuasan

Masyarakat. Dengan adanya Pelayanan yang cepat dan tepat serta
kemampuan petugas yang terampil dan handal akan meningkatkan
kepuasan masyarakat yang tinggi. Kondisi inilah yang sangat
diharapkan oleh masyarakat dengan tingkat kualitas layanan yang tinggi
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep. Hasil ini ditunjukkan dengan semakin tinggi
Kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas maka semakin tinggi pula
kepuasan masyarakat ,begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas
layanan maka semakin rendah kepuasan masyarakat.

2. Prosedur layanan belum mampu memberikan pengaruh yang siknifikan
terhadap kepuasan masyarakat.Masyarakat lebih memilih prosedur
layanan yang cepat dan mudah daripada prosedur yang ditetapkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.Hasil ini
menunjukkan bahwa Prosedur Layanan yang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tidak
berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

3. Prosedur Layanan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap
kualitas layanan. Hal ini bisa dilihat dari prosedur yang dilakukan dan
diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep dalam hal pelayanan yang mudah dan tidak berbelit belit
,sehingga membawa hasil yang sangat baik terhadap kualitas layanan
yang dihasilkan.Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Prosedur
Layanan yang diberikan oleh Dinas maka semakin baik pula kualitas
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layanan ,begitu juga sebaliknya semakin buruk Prosedur layanan maka
semakin rendah kualitas layanan.

Saran
1. Diharapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sumenep untuk meningkatkan proses penyelesaian Pembuatan Kartu
Keluarga tepat waktu. Sehingga dengan prosedur layanan yang baik
dapat tercipta Kualitas Layanan yang baik pula yang selama ini
diinginkan oleh masyarakat.

2. Diharapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep untuk meningkatkan kemampuan peran petugas dalam
memahami kesulitan masyarakat dalam pengurusan Kartu Keluarga.
Sehingga dengan kualitas layanan yang baik dapat tercipta kepuasan
masyarakat yang diinginkan.

3. Diharapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumenep untuk meningkatkan kepedulian dan perhatian dalam
mengatasi berbagai permasalahan dalam  pengurusan Kartu Keluarga.
Sehingga kepuasan masyarakat dapat terpenuhi.
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